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ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA

SAMSAT SURABAYA SELATAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan pada umumnya memiliki tujuan dalam kegiatan
usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan menerapkan sistem
pengendalian intern perusahaan. Pengendalian atau pengawasan dapat
didefinisikan sebagai alat untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang
berhubungan oleh perusahaan agar sesuai dengan rencana semula.

Sistem pengendalian intern penerimaan kas meliputi struktur organisasi,
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan perusahaan, (Mulyadi, 2001:
163), selain itu unsur-unsur pokok pengendalian intern meliputi: organisasi yang
memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, sistem otorisasi dan
prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai
dengan tanggung jawab. Sistem pengendalian intern penerimaan kas pada Kantor
Bersama Samsat Surabaya Selatan yang dibawahi langsung oleh Dinas
Pendapatan Daerah UPT Surabaya Selatan dilaksanakan untuk menghindari
penyalahgunaan uang kas, khususnya dari pembayaran pajak kendaraan bermotor
dan juga untuk mengetahui apakah sistem manajemen sudah dilaksanakan dengan

baik atau tidak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti sejauh mana



sistem pengendalian intern atas penerimaan kas dari pembayaran pajak kendaran
bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan.
1.2 Tujuan dan Kegunaan Pengamatan

Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji kelayakan
penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas pajak kendaraan bermotor
pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Pengamatan ini berguna untuk
menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dalam penerapan
pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran pajak kendaraan bermotor
yang efektif serta efisien. Kemudian agar dapat memberikan pemikiran yang
bermanfaat serta memberikan masukan yang positif dan informasi sebagai bahan
evaluasi untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan khususnya dalam sistem
pengendalian intern penerimaan kas pajak kendaraan bermotor pada Kantor

Bersama Samsat Surabaya Selatan.

1.3 Metode Pengamatan
Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan untuk mempermudah
dalam melakukan penelitian pada saat pengumpulan data diantaranya :
a. Metode Observasi (pengamatan)
Tinjauan atas sistem penendalian intern penerimaan kas, yang telah ada dari
segi pengumpulan data, dan sistem informasi akuntansi yang digunakan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari Samsat

Surabaya Selatan dan Dinas Pendapatan UPT Surabaya Selatan.



c. Studi Kepustakaan (library research)
Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari
serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan
guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari

penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan.

1.4 Subyek Pengamatan

Subyek penelitian dalam tugas akhir ini adalah Kantor Bersama Samsat
Surabaya Selatan yang berada di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah UPT
Surabaya Selatan. Samsat Surabaya Selatan tidak memiliki susunan organisasi
terstruktural seperti perusahaan pada umumnya., hal ini disebabkan karena Samsat
merupakan instansi yang di dalamnya merupakan gabungan dari Dipenda, POLRI,

dan Jasa Raharja.

1.5 Ringkasan Pembahasan
a.  Aspek Struktur Organisasi
Perusahaan telah melakukan pemisahan tugas terhadap fungsi — fungsi atau
bagian — bagian yang terdapat dalam perusahaan, khususnya yang berkaitan
dengan aktivitas penerimaan kas. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan
penerimaan kas pada perusahaan belum berjalan maksimal dikarenakan:
1. Perusahaan masih belum memiliki fungsi monitoring dalam penerimaan kas
dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar tidak terjadi kesalahan

pada kasir penerimaan dalam memasukkan nominal rupiah sesuai dengan



jumlah besarnya pajak yang harus dibayar yang tertera pada komputer
sehingga menyebabkan terjadinya selisin kurang. Hal ini menunjukkan
adanya kelemahan pada sistem pengendalian penerimaan kas sehingga dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan dalam hal membuat STS (Surat
Tanda Setoran) dan saat menyetorkan penerimaan kas pada bendahara
penerimaan pembantu.

. Adanya perangkapan tugas, yaitu bagian informasi dan pemandu juga
merangkap menjadi fungsi kasir penerimaan. Hal ini dikarenakan bagian
kasir penerimaan pertama, kedua, dan ketiga penuh dengan antrean,
sedangkan loket kasir penerimaan keempat tidak ada karyawan yang meng-
handle karena keterbatasan sumber daya manusia, terutama pada bulan —
bulan tertentu saat ada kebijakan pemutihan.

Aspek Sistem Otorisasi

Sistem Otorisasi yang ada pada perusahaan untuk prinsip organisasi sudah

berjalan baik, dimana setiap fungsi yang terdapat di dalam perusahaan akan

diotorisasi oleh satu fungsi yakni BPP sebagai penanggung jawab penerimaan kas.

Aspek Praktik yang Sehat

Pengendalian intern yang terkait dengan praktek yang sehat sesuai dengan

pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional serta sistem wewenang prosedur

pencatatan dan pendistribusian dokumen yang telah ditetapkan dalam praktek di

lapangan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan:

1. Laporan penerimaan pajak secara global yang dibuat oleh Bendahara

Penerimaan Pembantu belum sesuai dengan standart akuntansi yang benar.



2. Dalam menyetorkan penerimaan kas ke Bank Jatim, kasir menyetorkan
sendiri tanpa ditemani atau dipantau oleh satpol pp atau karyawan lain.
d.  Aspek Karyawan yang Kompeten
Untuk pengendalian intern dari sisi karyawan yang kompeten, pengendalian
yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan belum berjalan
dengan baik, ini dapat dilihat bahwa standar operasional perusahaan belum
berjalan maksimal dikarenakan ada beberapa karyawan yang kurang cakap dalam

melaksanakan tanggung jawabnya.

1.6 Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan sistem
pengendalian intern penerimaan kas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada
Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan, dapat disimpulkan bahwa sistem
pengendalian intern Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan sudah cukup baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran-saran yang dapat
diberikan untuk Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan adalah sebagai berikut:
1. Sebaiknya terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara bagian pemandu dan
informasi dengan bagian kasir penerimaan, agar tidak terjadi kesalahan
dalam entry data.
2. Lebih baik dilakukan job rotation (perputaran jabatan) untuk meminimalkan
kecurangan — kecurangan.
3. Sebaiknya dalam penyetoran penerimaan kas ke Bank Jatim yang dilakukan

oleh kasir penerimaan didampingi minimal oleh 2 (dua) orang karyawan.
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